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Abstrak: Pengelolaaan TWAL 17 Pulau sebagai objek wisata unggulan masih
memiliki permasalahan terkait penurunan kunjungan wisatawan dan kerusakan
ekosistem. Hal ini dapat menggambarkan bahwa belum baiknya pengelolaan
TWAL 17 Pulau juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan para stakeholder
yang terlibat dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi peran dari masing-masing stakeholder dan menemukan sinergi
yang terjalin antar stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau. Sebab
dengan diperolehnya informasi ini, dapat menjadi bahan masukan bagi para
stakeholder untuk bersinergi dalam memperbaiki dan mengatasi permasalahan
yang terjadi dengan harapan dapat melakukan pengelolaan TWAL 17 Pulau
yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deduktif
dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan peran dari setiap stakeholder
dan menemukan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau.
Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 29
stakeholder yang telibat dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau memiki pengaruh
dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai tugas dan fungsinya. Sinergi antar
stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau belum berjalan optimal. Hal
ini ditandai dengan masih kurangnya 5 parameter keberhasilan sinergi dari
total 6 parameter yang ada, yaitu: koordinasi yang kurang optimal akibat
terdapat tumpang tindih kegiatan, kurangnya komunikasi yang terjalin antar
stakeholder, kurang maksimalnya umpan balik yang dilakukan, kurangnya
sikap terbuka untuk menciptakan kepercayaan antar stakeholder, dan belum
adanya kreativitas yang optimal untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Sedangkan parameter yang sudah tercapai adalah tujuan bersama yang
menjadi pedoman bagi setiap stakeholder.
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This open access article is distributed under a
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Taman Wisata Alam Laut (TWAL) 17 Pulau merupakan salah satu dari kawasan konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistem yang berlokasi di daerah Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Keberadaan TWAL 17 Pulau yang memiliki luasan 7.303,16 ha adalah
tanggungjawab Balai Besar KSDA NTT dalam pengelolaannya. Hal ini mengacu pada Surat
Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 14 Mei tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

TWAL 17 Pulau yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Balai Besar KSDA NTT telah
berorientasi pada konsep ekowisata, sebab ekowisata menjadi bagian dari konsep besar
pembangunan berkelanjutan. World Conservation Union (WCU) dalam Nugroho (2015)
menyatakan bahwa ekowisata merupakan suatu perjalanan wisata menuju wilayah-wilayah yang
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kondisi lingkungan alamnya masih asli dengan menjaga alam dan warisan budaya, mendukung
upaya konservasi, tidak memberikan dampak negatif, menghasilkan keuntungan sosial-ekonomi
masyarakat, serta menghargai partisipasi masyarakat lokal.

Keberadaan TWAL 17 Pulau sebagai objek wisata unggulan, memiliki atraksi utama berupa
kekayaan ekosistem perairan, ekosistem daratan serta memiliki salah satu habitat biawak komodo
(varanus komodoensis). Keunikan atraksi TWAL 17 Pulau menjadikannya sebagai salah satu
destinasi yang dikembangkan untuk mendatangkan wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara
yang berada di koridor Labuan Bajo dan Kelimutu. Adapun jumlah kunjungan wisatawan pada
TWAL 17 Pulau dapat digambarkan pada grafik berikut ini:
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Ket 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wisman 598 2,323 2,683 4,331 3,746 2,729 2,551 3,060 3,216 2,705
Wisnus 83 2,443 4,558 5,196 5,248 4,942 5,314 5,362 4,907 5,597
Jumlah 681 4,766 7,241 9,527 8,994 7,671 7,865 8,422 8,123 8,302

Gambar 1. Grafik Kunjungan Wisatawan TWAL 17 Pulau Tahun 2010-2019
(sumber: Hasil olahan data Disparbud Kab. Ngada, 2020)

Melihat pada data kunjungan wisatawan (Gambar 1), dapat digambarkan bahwa terdapat
penurunan wisatawan pada tahun 2014-2015 sebesar 1.856 wisatawan. Salah satu penyebab
penurunun wisatawan pada dua tahun tersebut karena adanya perbaikan Dermaga Pariwisata yang
biasa digunakan pengunjung untuk menaiki perahu motor. Namun setelah terjadi perbaikan
Dermaga Pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan masih terjadi kenaikan dan penurunan yang
tidak stabil pada tahun 2017-2019.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat yang terlibat
dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi terjadinya penurunan kunjungan wisatawan, meliputi: 1). Akses jalan yang kurang
baik dari Kecamatan Wolomeze menuju Kecamatan Riung membuat para wisatawan harus
menghabiskan waktu + 3 jam dari pusat Kota Bajawa; 2). Kurangnya pemeliharaan fasilitas
pariwisata seperti ruang ganti dan toilet membuat kondisinya menjadi tidak layak untuk digunakan;
dan 3). Terbatasnya peralatan untuk snorkling menjadi hambatan bagi para wisatawan yang hendak
menikmati keindahan biota bawah laut. Selain permasalahan yang menyebabkan penurunan jumlah
wisatawan, adapun permasalahan lingkungan yang sering terjadi pada TWAL 17 Pulau, seperti
adanya sampah dari wisatawan yang tidak terkendali, kerusakan ekosistem laut akibat pencurian
hasil laut menggunakan berbagai alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan kegiatan perburuan
liar yang semuanya berpengaruh pada kerusakan ekosistem. Berbagai permasalahan tersebut
tentunya menjadi kendala dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau sebagai objek wisata unggulan yang
berorientasi pada konsep ekowisata.

Pengelolaaan TWAL 17 Pulau yang pada saat ini telah melibatkan para stakeholder masih
memiliki permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa belum
baiknya pengelolaan TWAL 17 Pulau juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan para stakeholder
yang terlibat dalam pengelolaannya. Widodo (2018) mengungkapkan bahwa dalam menjadikan
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ekowisata sebagai destinasi unggulan, maka perlu mensinergikan para stakeholder yang terlibat
dalam pengelolaannya. Sebab dengan bersinerginya setiap stakeholder sesuai peran dan fungsinya,
diharapkan permasalahan yang ada dapat diminimalkan sehingga pengelolaan ekowisata dapat
berjalan secara optimal. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya sinergi antar stakeholder dalam
pengeloalaan TWAL 17 Pulau dapat menghasilkan pengelolaan yang baik dengan tujuan
meningkatkan jumlah wisatawan dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dari
masing-masing stakeholder dan menemukan sinergi yang terjalin antar stakeholder dalam
pengelolaan TWAL 17 Pulau. Sebab dengan diperolehnya informasi ini, dapat menjadi bahan
masukan bagi para stakeholder untuk bersinergi dalam memperbaiki dan mengatasi permasalahan
yang terjadi untuk melakukan pengelolaan TWAL 17 Pulau yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif, artinya proses
berpikir yang didasari pada pola yang bersifat umum untuk kemudian mengarah pada pola yang
lebih spesifik (Priyono, 2008). Pemilihan metode deduktif didasari oleh adanya variabel dan
indikator yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengungkap
gambaran objektif mengenai keadaan yang terdapat pada objek yang diteliti (Moleong, 2005).

Dalam mengidentifikasi peran stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau, peneliti
menggunakan variabel pengaruh dan kepentingan menurut Reed, et. al. (2014). Variabel pengaruh
(influence) merujuk pada kekuatan (power) yang dimiliki stakeholder dan variabel kepentingan
(importance) merujuk pada kebutuhan stakeholder dalam pencapaian output dan tujuan. Adapun
indikator dari variabel pengaruh dan kepentingan stakeholder, meliputi: bentuk Kketerlibatan,
manfaat yang diperoleh, kewenangan yang dimiliki, program/kegiatan yang dilakukan,
ketergantungan setiap stakeholder, kapasitas SDM yang dimiliki, kemampuan stakeholder dalam
menjalankan program/kegiatan, dan dukungan anggaran yang diberikan setiap stakeholder (Siregar,
2011; dan Widodo, 2018). Dengan adanya indikator ini peneliti dapat melakukan kegiatan
wawancara mendalam, dimana hasil wawancara tersebut kemudian dilakukan triangulasi dengan
data sekunder yang didapatkan. Hasil triangulasi tersebut ditransformasikan menjadi data ordinal
untuk dilakukan pemetaan stakeholder untuk dapat dapat melihat posisi dan peran yang dimainkan
setiap stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau.

Sedangkan untuk menemukan sinergi yang terjalin antar stakeholder dalam pengelolaan TWAL
17 Pulau, peneliti menggunakan 6 parameter keberhasilan sinergi meliputi: tujuan bersama (terdapat
keselaran kebijakan yang menjadi pedoman bagi setiap stakeholder), koordinasi (terdapat integrasi
program/kegiatan dari setiap stakeholder), komunikasi (terjalinnya intraksi antar stakeholder dalam
pembagian informasi), umpan balik (adanya respon yang cepat dari setiap stakeholder dalam
menanggapi komunikasi yang terjalin), kepercayaan (adanya keterbukaan antar stakeholder yang
menciptkan kepercayaan dalam mencapai tujuan bersama), dan kreativitas (adanya pengenalan
masalah dan pengumpulan informasi yang dilakukan setiap stakeholder dalam memunculkan hal
baru) (Covey, 1989; Doctoroff, 1977; Lasker, et al., 2001; Deseve, 2007; Hasan, 2005; serta
Najiyati dan Rahmat, 2011).

Berkaitan dengan penentuan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,
sebab stakeholder yang di wawancarai adalah para pihak yang mempunyai keterlibatan dalam
pengelolaan TWAL 17 Pulau. Adapun stakeholder yang menjadi informan dalam penelitian ini
berjumlah 29 informan yang terdiri dari: pemerintah pusat (Balai Besar KSDA NTT), pemerintah
daerah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.
Ngada, Bp-Litbang Kab. Ngada, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngada, Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Ngada, Dinas PUPR Kab. Ngada, Pemerintan Kecamatan dan Pemerintah Desa),
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swasta (pengusaha penginapan, pengusaha rumah makan, pengusaha transportasi, dan pengusaha
kerajinan), masyarakat (Kelompok Pemandu Wisata, Asosiasi Pariwisata Nangamese, Himpunan
Nelayan, Kelompok Tani Rumput Laut, Kelompok Tani Tripang, Kelompok Tani Lebah Madu,
Masyarakat Mitra Polhut, dan Tokoh Masyarakat Desa Penyangga TWAL 17 Pulau), serta LSM
(SA NAI dan Komodo Survival Program).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Peran Stakeholder dalam Pengelolaaan TWAL 17 Pulau

Pengelolaan TWAL 17 Pulau telah melibatkan 29 stakeholder, dimana masing-masing
stakeholder memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan
mengidentifikasi peran stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau maka adapun pemetaan
peran stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh dari masing-masing pihak dengan
melakukan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders menggunakan stakeholders
grid. Pemetaan peran stakeholder tersebut bertujuan untuk menggambarkan kepentingan dan
pengaruh dari para pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau (Gambar 2).
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Gambar 2. Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder dalam
Pengelolaan TWAL 17 Pulau (Sumber: Hasil Analisis, 2020)

Pemetaan stakeholder dengan menggunakan matriks kepentingan dan pengaruh, dapat
menjelaskan posisi dan peran yang dimainkan dari setiap stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17
Pulau. Menurut Reed et al. (2009), stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh dapat
dikelompokan menjadi: 1). Key player merupakan stakeholder yang mempunyai kepentingan dan
pengaruh yang tinggi, 2). Context setter adalah stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan
namun memiliki pengaruh yang tinggi, 3). Subjects adalah stakeholder yang memiliki kepentingan
tinggi tetapi pengaruhnya rendah, dan 4). Crowd merupakan stakeholder yang memiliki sedikit
kepentingan dan pengaruh. Berdasarkan hasil pemetaan stakeholder, maka dapat digambarkan
posisi dan peranan yang dimainkan dari setiap stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau.
Posisi dan peranan masing-masing stakeholder tersebut meliputi:

1. Key Player
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Key player merupakan stakeholder yang aktif karena mereka mempunyai kepentingan dan
pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu kegiatan. Stakeholder yang dikategorikan
dalam kelompok key player dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau terdiri dari BBKSDA NTT, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ngada, dan Pemerintah Kecamatan Riung. Key player dengan
tingkat kepentingan dan pengaruh yang tertinggi pada kelompok ini adalah BBKSDA NTT, sebab
keberadaannya sebagai pengelola utama membuat instansi ini memiliki banyak kewenangan dan
manfaat yang diterima dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pada kawasan TWAL 17
Pulau.

Selain BBKSDA NTT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ngada juga menjadi unsur
pemerintah daerah yang berada pada kelompok key player. Keberadaan stakeholder pada kuadran
ke Il disebabkan oleh keterlibatannya dalam memfasilitasi berbagai kegiatan pariwisata pada
TWAL 17 Pulau dan melakukan kegiatan promosi yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan
wisatawan. Sebab dengan adanya kunjungan wisatawan dapat memberikan manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat yang berada pada daerah penyangga TWAL 17 Pulau. Selain itu,
Pemerintah Kecamatan Riung juga menjadi bagian dalam kelompok key player. Adanya Pemerintah
Kecamatan pada kelompok ini dipengaruhi oleh keberadaan TWAL 17 Pulau yang menjadi bagian
dari wilayah administratif Kecamatan Riung. Hal ini membuat Pemerintah Kecamatan Riung
memiliki keterlibatan dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi.

Keberadaan ketiga stakeholder dalam kelompok key player mempunyai peranan yang utama
dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau sebab menurut Widodo (2018) stakeholder tersebut yang
paling kritis, karena memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan
suatu pengelolaan. Sehingga stakeholder tersebut akan menggunakan kekuatannya yang besar untuk
memperjuangkan kepentingannya yang tinggi.

2. Subject

Subject merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah.
Stakeholder yang termasuk dalam kelompok subject terdiri dari: pihak pemerintah daerah (Dinas
Kelautan dan Perikanan Kab. Ngada dan Pemerintah Desa Latung), pihak swasta (Pengusaha
Penginapan dan Pengusaha Rumah Makan), pihak masyarakat (Kelompok Pemandu Wisata,
Himpunan Nelayan, dan Kelompok Tani Rumput Laut). Ketujuh stakeholder tersebut memiliki
tingkat kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan pengelolaan TWAL 17 Pulau, sebab adanya
kewenangan dan manfaat yang diterima. Namun ketujuh stakeholder ini memiliki pengaruh yang
rendah dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau, karena kurangnya kontribusi dalam penyediaan
fasilitas dan dukungan anggaran yang dimiliki.

Dalam meningkatkan perannya, stakeholder dalam kelompok ini perlu melakukan kerjasama
dengan stakeholder pada kelompok key player atau context setter agar dapat meningkatkan
kapasitas sumber daya yang dimiliki (Widodo, 2018), sebab stakeholder pada kelompok ini dapat
memberi pengaruh jika membentuk aliansi dengan pemangku kepentingan lainnya.

3. Context Setter

Context setter merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan namun memiliki
pengaruh yang tinggi. Stakeholder yang tergolong dalam kelompok ini adalah Komodo Survival
Program. Keberadaan Komodo Survival Program pada kuadran ke Il ini disebabkan oleh adanya
pengaruh yang tinggi dalam melindungi spesies komodo pada TWAL 17 Pulau dan menjalin
hubungan dengan pihak lainnya.

Komodo Survival Program yang berada pada kelompok context setter perlu menjadi
pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan, karena Reed et al, (2009)
menjelaskan bahwa pengaruh dan kepentingan dari stakeholder pada kelompok ini akan mengalami
perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan. Selain itu,
stakeholder yang berperan pada context setter dapat menjadi resiko yang signifikan dan perlu
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dipantau dan dikelola dengan hati-hati, karena mereka dapat memblokir pengembangan ekowisata
(Siregar 2011).

4. Crowd

Crowd merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh. Stakeholder
dalam kelompok crowd meliputi: pihak pemerintah daerah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Prov. NTT, Bp-Litbang Kab. Ngada, Dinas Lingkungan Kab. Ngada, Dinas Perhubungan Kab.
Ngada, Dinas PUPR Kab. Ngada, Pemerintah Kel. Nangamese, Pemerintah Kel. Benteng Tengah,
Pemerintah Desa Tadho, Kapolres Riung, dan Koramil 1625-01), pihak swasta (Pengusahan
Transportasi dan Pengusaha Kerajinan), pihak masyarakat (Asosiasi Pariwisata Nangamese,
Kelompok Tani Tripang, Kelompok Tani Lebah Madu, Masyarakat Mitra Polhut, dan Masyarakat
Desa Penyangga TWAL 17 Pulau), serta pihak LSM (SA NAI).

Stakeholder yang berada pada kelompok crowd pada dasarnya mempunyai kepentingan dan
pengaruh, namun kontribusi yang dilakukan dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau masih rendah.
Adanya kolompok ini memiliki kepentingan yang rendah terkait kewenangan dalam pengelolaan
dan rendahnya manfaat yang diperoleh. Selain itu, rendahnya pengaruh stakeholder pada kelompok
ini dipengaruhi oleh kurangnya dukungan anggaran dan kurangnya kontribusi dalam penyediaan
fasilitas. Keberadaan stakeholder pada kelompok ini sebenarnya bisa diabaikan, namun mengingat
bahwa kegiatan pengembangan ekowisata melibatkan banyak pihak atau multistakeholder
management, maka stakeholder ini perlu dilibatkan untuk mendukung setiap pelaksanaan kegiatan
dalam pengelolaan ekowisata (Widodo, 2018).

3.2. Sinergi antar Stakeholder dalam Pengelolaaan TWAL 17 Pulau

Pengelolaaan TWAL 17 Pulau yang pada saat ini telah melibatkan para stakeholder (pemerintah
pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan LSM) masih memiliki permasalahan yang terjadi
di lapangan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa belum baiknya pengelolaan TWAL 17 Pulau
juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan para stakeholder yang terlibat dalam pengelolaannya.
Maka dari itu dibutuhkan sinergi yang baik antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan
TWAL 17 Pulau agar permasalahan tersebut dapat diatasi atau diminimalkan untuk menciptakan
keberhasilaan pengeloaan TWAL 17 Pulau, sebab keberhasilan pengelolaan TWAL 17 Pulau
tentunya akan memberikan manfaat bagi setiap stakeholder yang terlibat.

Berdasarkan hasil analisis sinergi antar stakeholder dengan menggunakan 6 parameter
keberhasilan sinergi, meliputi: tujuan bersama, koordinasi, komunikasi, umpan balik, kepercayaan,
dan kreativitas, dapat dijelaskan bahwa sinergi yang terbangun antar stakeholder dalam pengelolaan
TWAL 17 Pulau belum terjalin dengan optimal. Adanya hal ini disebabkan oleh sinergi yang
tercipta hanya pada satu parameter yakni tujuan bersama, sedangkan lima parameter lainnya seperti:
koordinasi, komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas masih belum berjalan dengan
optimal.

1. Tujuan Bersama

Lasker, et al. (2001) berpendapat bahwa sinergi dapat tercapai apabila terdapat kerjasama dalam
mencapai tujuan bersama dari pada mencapai tujuan tersebut secara sendiri-sendiri. Lebih lanjut,
menurut Darmanto (2013) menyatakan bahwa tujuan bersama yang menjadi pedoman bagi semua
pihak dapat dilihat dari kebijakan yang ada pada setiap intansi baik dari tingkat nasional hingga ke
tingkat daerah, sebab kebijakan tersebut yang mengatur kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan.
Pada variabel tujuan bersama yang dilakukan analisis peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan TWAL 17 Pulau pada tingkat nasional dan tingkat daerah, dapat dijelaskan bahwa
sudah terdapat keselarasan yang baik pada semua peraturan yang menjadi pedoman bagi setiap
stakeholder dalam menjalankan perannya. Kesalaran peraturan perundang-undangan ini dapat
dilihat dari:
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a. Adanya penetapan TWAL 17 sebagai kawasan lindung dengan peruntukan sebagai kawasan
perlindungan alam, suaka margasatwa, dan perlindungan bahari. Selain sebagai kawasan
lindung, TWAL 17 Pulau juga dapat melakukan kegiatan budidaya dengan peruntukan wisata
dan perikanan yang berpedoman pada blok pemanfaatan dalam Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor: 96/KSDAE/SET/KSDAE-0/3/2016.

b. Keberadaan TWAL 17 Pulau dikembangkan sebagai destinasi unggulan Kabupaten Ngada yang
mengusung tema pembangunan pariwisata berupa “Pengembangan Wisata Bahari, Budaya, dan
Masyarakat”.

c. Kelembagaan dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau menjadi tanggungjawab Balai Besar KSDA
NTT yang struktur kelembagaannya berada sampai pada tinggkat tapak dengan tujuan
mempermudah koordinasi dan koomunikasi dari para pelaku usaha pariwisata, pemerintah
daerah, LSM, dan masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam melakukan pengelolaan TWAL
17 Pulau.

d. Perencanaan pengelolaan TWAL 17 Pulau sebagai ketentuan pemanfaatan dan pengendalian
kawasan untuk semua stakeholder yang ingin menjalakan kegiatan pada kawasan ini telah
berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No; P.76/Menlhk-
Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar
Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dimana TWAL 17
Pulau telah dilakukan penataan blok, yang terdiri dari: blok perlindungan, blok perlindungan
bahari, blok pemanfaatan, blok khusus, dan blok tradisional.

e. Mitra kerjasama dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau telah mengacu pada arahan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor. P.19/Menhutll/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: P.85/Menhut-
11/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam, TWAL 17 dalam pengelolaannya dapat melibatkan badan usaha, lembaga
internasional, atau pihak lainnya. Adanya amat peraturan perundang-undangan terkait kerjasama
dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau telah sesuai dengan kondisi di lapangan, yang menunjukan
bahwa pengelolaan TWAL 17 Pulau telah melibatkan berbagai stakeholder dari unsur
pemerintah pusat, pemerintah daerah, swata, masyarakat dan LSM.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu
usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama (Najiyati dan Rahmat, 2011). Berkaitan dengan
analisis ini, peneliti melakukan pengelompokan berbagai jenis kegiatan yang dimiliki setiap
stakeholder untuk melihat pola hubungannya. Berbagai kegiatan yang dimiliki setiap stakeholder
memiliki kemiripan antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk mempermudah analisis ini
maka peneliti melakukan pengelompokkan kegiatan berdasarkan 7 program, yakni: program
pelayanan dan perizinan, program perencanaan dan pengembangan, program pembangunan sarana
dan prasarana, program perlindungan sumber daya alam, program promosi dan pemasaran, program
publikasi dan informasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan analisis yang dilakukan,
dapat dijelaskan bahwa koordinasi yang terjalin antar stakeholder belum berjalan dengan baik.
Sebab kegiatan yang dilakukan oleh setiap stakeholder masih terdapat tumpang tindih kepentingan,
dimana stakeholder yang paling berperan dalam ketujuh program tersebut adalah BBKSDA NTT,
Dinparekraf Prov. NTT, Disparbud Kab. Ngada, Pemerintah Kec. Riung, dan Masyarakat. Adapun
pola koordinasi dari ketujuh program tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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@ Pemerintah Pusat @ Pemerintah Daerak ® svasa @ Masyaraka ® LsM
Lingkaran:

Ukuran Lingkaran menggambarkan besarnya koordinasi yang dilakukan setiap stakeholder

Gambar 3. Pola Koordinasi Antar Stakeholder Dalam Kegiatan Pengelolaan TWAL 17 Pulau
(Sumber: Hasil Analisis, 2020)
3. Komunikasi

Komunikasi adalah interaksi antar para pihak yang dapat menjadi solusi bagi penyelesaian suatu
masalah baik pada skala individu dan kelompok dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif
mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman terhadap objek yang dibahas antara komunikator dan
komunikan (Doctoroff, 1977). Berkaitan dengan komunikasi yang terjalin antar stakeholder dalam
pengelolaan TWAL 17 Pulau dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang ada masih belum berjalan
secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pertukaran informasi yang terjadi antar stakeholder yang
telibat masih sepenuhnya menggunakan metode formal seperti rapat-rapat koordinasi yang
dilakukan antar setiap stakeholder. Metode komunikasi seperti ini banyak menimbulkan hambatan
terhadap setiap stakeholder, menggingat pembagian informasi hanya dapat terjalin sesuai program
yang akan dilakukan. Selain itu, kegiatan rapat yang diadakan kurang didukung oleh partisipasi
setiap stakeholder untuk ikut terlibat, sehingga pembagian informasi tidak terjalin dengan baik.

4. Umpan Balik

Umpan Balik menurut Doctoroff (1977) adalah respon dari setiap individu atau kelompok
terhadap suatu informasi. Umpan balik ini merupakan satu-satunya elemen yang dapat memastikan
komunikasi yang telah belangsung berhasil atau gagal, sehingga umpan balik bisa berupa respon
positif atau pun respon negatif . Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti
terkait umpan balik dalam mengatasi permasalahan yang ada, dapat dijelaskan bahwa umpan balik
dari pemerinah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat belum dilakukan secara maksimal.
Adanya hal ini tentunya membuat kurang optimalnya sinergi antar stakeholder dalam melakukan
pengelolaan TWAL 17 Pulau menjadi lebih baik.

5. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu sikap dari setiap individu untuk membuat dirinya dapat
dipercaya, sehingga untuk menciptakan suasana penuh kepercayaan, masing-masing individu harus
memiliki keinginan untuk terbuka, sebab apabila ada rasa percaya maka upaya umpan balik akan
dapat dilakukan dengan mudah Doctoroff (1977). Lebih lanjut menurut Deserve (2007)
kepercayaan diantara para pihak (trust among the participant) menunjukan adanya rasa yakin dan
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saling percaya diantara para pihak yang melakukan sinergi, baik didasarkan atas hubungan
profesional maupun sosial. Rasa saling percaya ini berupa adanya keyakinan atas informasi atau
usaha-usaha dari pihak lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan bersama. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, dapat dijelaskan bahwa sikap saling percaya
antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat belum terjalin dengan baik.
Adanya rasa kurang percaya antar stakeholder dipengaruhi oleh masing-masing pihak kurang
memiliki keinginan untuk terbuka, sehingga umpan balik yang dilakukan oleh setiap pihak selalu
sulit untuk dilakukan. Hal ini tentunya berpengaruh pada pencapain tujuan bersama dalam
pengelolaan TWAL 17 Pulau yang lebih baik, sebab menurut Deserve (2007) kepercayaan diantara
para pihak menjadi upaya untuk menciptakan sinergi. Sehingga apabila rasa saling percaya tidak
tercipta maka akan berpengaruh pada kurang optimalnya pencapaian tujuan bersama.

6. Kreativitas

Kreativitas adalah proses pengenalan masalah dan pengumpulan informasi yang memunculkan
hal baru (Doctoroff, 1977). Lebih lanjut kreativitas juga merupakan kemampuan untuk
mengembangakan ide-ide baru dan menemunkan cara-cara baru dalam melihat masalah dan
peluang, sehingga kreativitas berpengaruh signifikan terhadap kapabilitas inovasi. Berdasarkan
hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, dapat dijelaskan bahwa
kreativitas yang dimunculkan setiap stakeholder belum dapat mengatasi permasalahan yang terjadi,
baik permasalahan penangkapan ikan ilegal yang merusak ekosistem terumbu karang, permasalahan
kebakaran kawasan TWAL dan daerah penyangga, serta permasalahan persampahan di pulau dan di
daerah penyangga TWAL 17 Pulau. Menurut Ranggantara (2017), kreativitas dalam parameter
sinergi merupakan hasil dari adanya umpan balik. Sehingga tidak terciptanya kreatvitas dari setiap
stakeholder dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya umpan balik yang dilakukan oleh
stakeholder tersebut.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan TWAL 17 Pulau telah melibatkan berbagai stakeholder sesuai dengan peranya
masing-masing. Peranan setiap stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dapat
menunjukan keberadaannya pada empat kelompok yang terdiri dari: 1). Key Player, meliputi:
BBKSDA NTT, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Ngada, dan Pemerintah Kecamatan Riung;
2). Subject, meliputi: pihak pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ngada dan
Pemerintah Desa Latung), pihak swasta (Pengusaha Penginapan dan Pengusaha Rumah Makan),
pihak masyarakat (Kelompok Pemandu Wisata, Himpunan Nelayan, dan Kelompok Tani Rumput
Laut); 3). Context Setter, meliputi: LSM (Komodo Survival Program); serta 4). Crowd, meliputi:
pihak pemerintah daerah (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT, Bp-Litbang Kab.
Ngada, Dinas Lingkungan Kab. Ngada, Dinas Perhubungan Kab. Ngada, Dinas PUPR Kab. Ngada,
Pemerintah Kel. Nangamese, Pemerintah Kel. Benteng Tengah, Pemerintah Desa Tadho, Kapolres
Riung, dan Koramil 1625-01), pihak swasta (Pengusahan Transportasi dan Pengusaha Kerajinan),
pihak masyarakat (Asosiasi Pariwisata Nangamese, Kelompok Tani Tripang, Kelompok Tani Lebah
Madu, Masyarakat Mitra Polhut, dan Masyarakat Desa Penyangga TWAL 17 Pulau), serta pihak
LSM (SA NAl).

Sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau belum berjalan optimal. Hal ini
ditandai dengan masih adanya 5 parameter keberhasilan sinergi yang kurang baik dari total 6
parameter yang ada yaitu: koordinasi yang kurang optimal akibat terdapat tumpang tindih kegiatan,
kurangnya komunikasi yang terjalin antar stakeholder, kurang maksimalnya umpan balik yang
dilakukan, kurangnya sikap terbuka untuk menciptakan kepercayaan antar stakeholder, dan belum
adanya Kreativitas yang optimal untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sedangkan parameter
sinergi yang sudah tercapai adalah keselarasan tujuan bersama yang menjadi pedoman bagi setiap
stakeholder dalam pengelolaan TWAL 17 Pulau.
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Dalam upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan TWAL 17, maka perlu adanya peningkatan
peran masing-masing stakeholders dalam mengoptimalkan pengelolaan TWAL 17 Pulau dengan:
menjadikan kebijakan dan peraturan sebagai tujuan bersama, melakukan koordinasi terhadap setiap
kegiatan yang akan dilakukan, membangun komunikasi yang intensif, melakukan umpan balik dari
komunikasi yang dihasilkan, membangun kepercayaan antar stakeholder, dan memunculkan
kreativitas berupa inovasi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan TWAL
17 Pulau.
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